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KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 900/]0 /Bapp-1/2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan
ditetapkan khusus untuk penunjukan langsung atau pengadaan
langsung yang dilaksanakan di lingkungan BAPPEDA Kabupaten
Kotawaringin Barat;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan ditetapkan dalam
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin
Barat;

G- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di
atas, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dengan
Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I di ~ Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara
Nomor 1920);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembar negara Nomor
3 Tahun 2018)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggran 2021 ;



8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor
DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001 /2021 Tanggal 06 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan :

Nama : PITRI WAHYUNI, SE. MM

NIP : 19840430 200701 2 005

Pangkat/Gol Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya berpedoman

pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggara 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di
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kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
Pada Tanggal 01 Maret 2021

X KEPALA BAPPEDA
/ - KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

[&) ‘ AMIR HADI, $E., M.Ec.Dev
B Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710728 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai Laporan);

Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;

Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;

Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun,;

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat di
Pangkalan Bun;

PNS. yang bersangkutan;

Pertinggal.



